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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II P;il'
Menimbang : 

^

c,

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian Ternak diwilayah
Kabupaten Daerah Trngklt II pati agar" lebih berdaya g""" ;;;
berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur Kartu Ternak sesuai
perkembangan yang ada;

Fh-i !:.9"sarkan pertimbangan tersebut diatas maka peraruran
Daerah I(abupaten Daerah Tingkat II pati Nomor 10 Tahun 1976

-teltang 
Kanu Ternak dipandang tidak sesuai dan perlu digrrru ; 

- "

b.ahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dit.tapkan perigarurannya
dengan Peraturan Daerah. '

Undang undanq, fomor 13 Tahun 1950 tenrang pembenrukan

3::1un-o*l"h 
Kabupaten dalT LigI""Srn propinsi 

Jawa Tengah;

,lio*g1utding. Nomor 12/Drt Tahuri 1957 'ientang pe."rir"n
Umum Retribusi Daerah ( trmbaran Negara Republii Indonesia
3h* 1957, Tambahan Lmbarr" N.;;; Repubtik IndonesiaNomor1288); :

Undang-undang Nornor 6 
-Tahun 

1 967 tentang Ketentuan_kerentuan
Pokqk Petemakan dan K::.p?: Huw-"( i;;;;;;-i;g*;
|epublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, .iambaha{r 

f,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2gZ4) :
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok_pokok
Pemerintahan di Daerah ( krnbaran N.g.r" n.p*.rbrik Indinesia
f'ahun 1974 Nornor 38, 'fambahan L.jra.r,, N.grr^ Repulllik
Indorresia Nornor 3037 ) I

3.



5. Pcraturan Daerah KabrlBaten l)aeralr -lirrgkrrr Il l)arr Ner19r 5'l'ahun 1989 tentang.Peiry!,$larr l)cgawrr Negcri Sipil di l,rrruklrrgir'
l)emerintlh Kalrtrp*ten I)aernh 'l'rrigk;rr ll l;ari 1 lrrrrlrar.arr l):rt.r,rlr
Kabupaten l)aerah 1.]ingr:rr ll l)rri -luhrrrr 

1989 Nornot 1() Scri
DNornor6);

Dengan Persetuiuan Dervan Perwakilan Rakyat l)aerab Kabuparen l)aerah 'Iingkrr Il pari.

MEMUTUSKAN

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATII PATI TENTANG KARTU TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DSl44 Peraturan Daerah ini ya4g diolaksud,dengan :

a" Pemerintah Daerah adalah pe*erint"t' Kabupaten Daerah

b, Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah .Iingkat II
Pad;

c. Karru Ternak

d. Temak

BAB II
KARTU TERNAX

.: Pasal2

fetiap Pernilikan/Penguasaan temak yang telah'berumur 3 (tiga) bulan
kealaq dirvSjib*an memiliki Kartu Ternak,",

Pasal 3

lll 5r* Ternak menrpakan tanda bukti pemilikan/penguasaan rernak.(2) Kartu Temak bettaku untuk jangka -rltu t,.1.".oj tut .r.r.
(3) Kartu Temak hanya berlaku,"iJ ti"p "i", i"rr,^t .

'(4) warna dan lrcnruk Karru Ternak diterapkan oreh Rupati Kcpara.,,,,.,Daerah. :

adalah Kartu Tanda Bukti pemilikan,/
Penguasaan Temak yang dikeluarkan
oleh Bupati Kepala Daerah;
adalah Kuda, Sapi,'Kerbau dan Babi ;



Pasal 4

,l_.,,0 .."'':l r'crrrPcr,rlch Karrrr 'lerrak dratur lebih l:r'iut orcrr Bupati
Kcprla l)irt.ralr.

BAB III
PENGGANTIAN BIAYA

pasal 5

(l) Seuap- permintaan..Karru Ternak, pemilikan,/penguasaan temak
dikenakan penggantian biaya untuk pembrnaan din admrnistrasi
sebesar Rp 500,00 ( Lima ratus rupiah ) tiap ekor.

(2) S.t,r*h pendapatan dari penggantian biaya sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGGANTIAN KARTU TERNAK

Pasal 6

( I ) farru Ternak yang hilang arau rusak/tidak ielas lagi tulisannya waiib
dimintakari ganti dengan Kartu Temak yang baru.

(2) Penggantian Keru Temak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
hanya diberikan satu kali selama 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2
94. Putal 6 ayat (1) Peraruran Daerah ilri di"rr..* dengan pidana
Lurungan selamalamanya, 6 (enam) bulan atau denda*sebanyak_
gny-$n1a Rp 50.@,00' (lrmapuluh ribu rupiah).
Tindak P-idana sebagaimana dimaksud 

"y"i 
qt; pasal ini adalah

pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PE}TYIDIKAN

Pasal 8

( l) Selalrr .leh l)eiabar Penyrdik Umum, r)enyidikan aras undak pidana
' sebatrlairna'a dirnaksrd-'dalam pasar 7 peraturarr or.r"r., ir"ilrrl,"

(l)

Q)



rrri:r dil,rkuka' 
'leh 

peii!ii111 
'cgarv*i 

Negeri Srprr cr.r.gku.ganl,ernerintah Daerah l{rbupaten -D"errh 
. ti,rgtri ll p;i }:;rglrt.nglntkatan darr clalanr *.nirlrrrk.n tug,lsnv;I.

(2) 1)ularrr rnclaksarakarr ttrgas pe'yrcrikan. r)en'rtrrk I)t.g;rrr.:, \t.ur.rr
SiPil sebagairnana rersebut uyrt 1fj llasal r.i b",*..,,^,lg :" 

-"' ' "ri'
a. ruenerima lapor,an atas pengatJuan dari seseorang tcltang

adanya undak pidana ;
b. melakukan tindakan perrarna pa<Ja saat iru ditempat kejadian

serta melakukan pemeriksaan ; 
'

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

: rnengambil sidik jari dan memotrer seseo{ang:
f. memanggil seseorang unnrk didenga, dari dlp..iksa sebagai

tersangka atau saksi ;
g. mendatangkal, *"rg u.h[ y.rrg diperlukan dalam hubungan

dengan pemeriksaan perkara ;
h. menghentikan penyidikan 

se telah mendapar petunyuk dari
Penyidik umum bahwa tidak terdapat 

"uk.lp 
L,rkt a,"" ;;;r;;tersebut bukan merupat<an tindak pidana dan ,.["i"*r,

rnelalui Penyidik U-,r- *.*U.or"f,.rf."" i*f r.r*i", ;,.#;
Pequntut Umum, tersangka atau keluanganya ;i. mengadakan tindakan 

*larn 
-"rrr*i Luku_ yang dapat

dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sip' membuat Berita Acara setiap tindakan
tenlang :

a. Pemeriksaan rumah ;
b. Pemasukan rumah;
c. Pemeriksaan surat ;

d. Penyitaan benda;
e. Pemeriksaah saksi;
f. ljT:*.aan ditempal 

. !ei"drr" dan mengrrimkan kepada
Keiaksaan NegCri melalui penyidik poil , 

v -r--*

BAB VII
KETENTUAN LAIN-I.AIN

Pasal 9

Pemilikan/ Penguasaar rernak )'ang lrcrakhrr karena diiual, trihibahkan,
dipindahkur keluar desa, 

.dtpotorrg atau,marl, pemilika,r/pe,rg.,^.rn,,
dirvaiibkm rnelap.rkah har rrai tcrser'rrrt kepacra Kepal^ I)e .a. ' 

o '.----^'


